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ABSTRAK :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, telah
dibentuk Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. guna
kelancaran dan ketertiban serta optimalisasi dalam penyelenggaraan perizinan
berusaha di daerah, perlu mengatur kembali kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Dinas Daerah sudah tidak
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25
Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
sehingga perlu diubah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Semarang Nomor 110 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Rl Tahun 1945;
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UUNo. 6 Tahun 2023; PP No. 18
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen



PAN & RB No. 25 Tahun 2021; Permendagri No. 25 Tahun 2021; Perda Kabupaten

Semarang No. 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan

Perda Kabupaten Semarang No. 2 Tahun 2023; Perbup Semarang No. 110 Tahun

2021.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :

Susunan Dinas Daerah terdiri dari:

a.

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang
kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga;

Dinas Pekerjaan Umum Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan
kawasan permukiman;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan serta bidang
pangan;

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro,
bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C,
menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan
ketertiban umum dan sub urusan bidang kebakaran;

Dinas Tenaga Kerja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

tenaga kerja dan bidang transmigrasi;



CATATAN:

Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub
urusan persampahan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan
bidang persandian;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;

Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pariwisata;

Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
dan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Oktober 2023.

Lampiran 13 halaman.



